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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Alhamdulillahirobbil’alamin, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah 

S. W. T atas segala anugerah dan perkenan-Nya, dan Shalawat serta salam kepada 

Nabi Muhammad S. A. W suri tauladan bagi seluruh umat dan pembawa 

kebenaran di muka bumi. Dengan perkenan Allah S.W.T penulis pada akhirnya 

dapat menyelesaikan Disertasi untuk Ujian Terbuka ini dengan judul 

“Rekonstruksi Perlindungan Hukum dalam Penanganan Sektor Pariwisata 

Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat” dengan baik. 

 Penulisan disertasi ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar Doktor (S3) pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penyelesaian disertasi ini tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak telah 

memberikan kami bimbingan, motivasi, bantuan moril, dan do’a kepada penulis. 

 Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah penulis untuk 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan, para Pejabat 

Struktural, Staff dan segenap civitas akademika di lingkungan Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kemudahan dan 

bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai, 

terutama kepada yang penulis hormati: 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang; 

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum, selaku Dekan 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

3. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program 

Studi S3 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

4. Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, selaku Promotor Penulis; 

5. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H, selaku Co. Promotor dari 

Penulis; 
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6. Para Guru Besar dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang; 

7. Para keluarga beserta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

per satu. 

Semoga karya tulis ilmiah ini akan dapat bermanfaat adanya bagi seluruh 

masyarakat dan khususnya civitas  academica. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

Semarang,          Agustus 2019 

 

 

 

Ana Rokhmatus Sa’Diyah 
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